WALIKOTA AMBON
PROVINSI MAIITUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN

DAN BELANJA SUBSIDI YANd BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturanv Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dierah, maka Peraturan Walikota
Ambon Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Ambon sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini

sehingga perlu diganti;

. bahwa dalam rangka memt erikan pedoman dalam Pemberian

Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta guna tertib administrhsi pengelolaan keuangan daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Ambon;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat lomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerkh Swatantra Tingkat I Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1645;



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4), Tambahan Lerr baran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Per gganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Ocrganisasi Kemasyarakatan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

. Peraturan Pemerintah Nolmor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomar 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Ajjiggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450) sebagaimana telah dii bah beberapa kaliﬁterakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosia yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

14.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran [Daerah Kota Ambon 2022 Nomor
16);

15.Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Ambon Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Ambon
Tahun 2022 Nomor 57);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1

oA w N

10.

11.

Daerah adalah Kota Ambon.

Pemerintah adalah instansi vertikal di Koti Ambon,
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ko a Ambon.
Walikota adalah Walikota Ambon.

7.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangah dan Aset Daerah Kota Ambon.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Ambon.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
bertindak sebagai bendahara umum daera

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD,
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat = Daerah  pada  Pemerintah Daerah selaku  pengguna
anggaran /barang,

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, Pe abat Pengelola Keuangan Daerah

dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Ihdonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidajc wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang Dbertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan Pemerintahan D< erah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan teijadinya resiko sosial.
Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.

Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada
Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
selanjutnya disebut penerima subsidi adalah badan yang menghasilkan
produk atau jasa pelayanan dasar masyajiakat. termasuk penyelenggaraan
pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan
kewajiban pelayanan umum (public service obligation,).

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota
kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau
badan usaha milik swasta yang bertujuan agar hasil produksi atau jasa yang

dihasilkan dapat teijangkau masyarakat.



20.

21.

Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan
belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat
teijangkau oleh masyarakat.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkatm NPHD adalah
naskah peijanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB 1I
JENIS PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 2

Jenis pemberian Bantuan terdiri dari:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Hibah;
Bantuan Sosial;
Bantuan Keuangan;

Belanja Subsidi.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pashl 2 huruf a dapat berupa uang,
barang, atau jasa.

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dafam Pasal 2 huruf b dapat berupa
uang atau barang.

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksu|d dalam pasal 2 huruf c berupa
uang.

Bantuan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa

hibah, pinjaman.

BAB III
HIBAH

Bagian Kesati
Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibafy kepada :
a. Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lainnya;

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

a0 o

Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia.



(2)

(3)

()

(1)

()

(3)

(4)

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan vvajib dan belanja urusan
pilihan.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah

dengan memperhatikan asas keadilan, lepatutan, rasionalitas dan manfaat

untuk masyarakat.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan,;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

Hibah  kepada  Pemerintah  Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya
berada dalam daerah yang bersangkutan.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b diberikan kepada daen h otonom baru hasil pemekaran
daerah sebagaimana diamanatkan peraturdh perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang
diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintkh Pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



()

(6)

(1)

(2)

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) hurufd diberikan kepada

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perumdang-undangan;

b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitl®an oleh Menteri, Gubemur atau
Bupati/Walikot;

c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesftuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh pemejrintah pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal
atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya; dan

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memenubhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 “yat (1) huruf d diberikan kepada

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(5 diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan di daerah domisi j;

b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau
sebutan lainnya; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau
badan dan lembaga yang berkedudufgan di luar wilayah administrasi
Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program
dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan

hak asasi manusia;



(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(1)

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan
usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.

Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan k mampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Rekomendasi Kepala SKPD dan  pfertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayalt (4) menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran hibah bantuan sosial, bantuan keuangan, bantuan subsidi
dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, bantuan subsidi

berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 9

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ay it (1) dan avat (2) menjadi dasar
penganggaran hibah bantuan sosial, bantiian keuangan, bantuan subsidi

dalam APBD sesuai peraturan perundang-un |dangan.

Pasal 10

Hibah berupa wuang sebagaimana dimakjsud dalam Pasal 9 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPD.



(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badaiji Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimdna dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam
program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan
jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah

barang atau jasa yang diserahkan kepaida pihak ketiga/masyarakat pada
SKPD.

Pasal 11

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam

Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabarhn APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA SKPD berkenan.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa baring atau jasa berdasarkan DPA-
SKPD.

Pasal 13

(1) Penerima hibah mengajukan proposal pencairan hibah sesuai dengan besaran
uang sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD berkenan.

(2) Walikota memberikan persetujuan berupd. disposisi kepada SKPD yang
berwenang.

(3) SKPD mengajukan permohonan pencairan kepada BPKAD Selaku PPKD
dengan melampirkan NPHD yang telah ditanda tangani serta persyaratan
lain apabila ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

(4) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Walikota dan Penerima Hibah.

(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan
mengenai:

a. pemberi dan penerima Hibah;



b. tujuan pemberian Hibah;
c. besaran/rincian penggunaan Hibah ya|ng akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibajh; dan
f. tata cara pelaporan Hibah.
(6) Walikota menunjuk pejabat yang diberi cewenangan untuk menandatangani
NPHD.

Pasal 14

(1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD.

(2) Penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani NPHD
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Daftar penerima hibah sebagaimana dims ksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(5) Pencairan hibah dalam bentuk wuang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 15
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keemp
Pelaporan dan Pertanggujngjawaban
Pasal 16
(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan
hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan

penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD
terkait dalam tahun anggaran berkenan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja
hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada

SKPD terkait.



(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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Pasal 1

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. NPHD;

d. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian P ibah berupa uang atau bukti serah

terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

Penerima Hibah bertanggungjawab seyara formal dan material atas

penggunaan Hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima Hibah melipjuti:

a. laporan penggunaan Hibah;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yarig menyatakan bahwa Hibah yang
diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti
serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan Januari tahun anggaran berikutny”., kecuali ditentukan lain sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan

dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporajn keuangan Pemerintah Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai

persediaan dalam meraca.

Pasal 21

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jas” dikonversikan sesuai standar

akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada

Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.



BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22
(1) Pemerintah  Daerah  dapat membeirikan Bantuan  Sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan
pilihan dengan memperhatikan asas kep.dilan, kepatutan, rasionalitas dan

manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)

meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat y|ang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain
yang berperan untuk melindungi individu kelompok, dan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

c. tempat ibadah sebagai pelayanan sosial terhadap kelayakan kehidupan
beragama;

d. tokoh masyarakat yang berperan dalam pelayanan sosial terhadap
masyarakat;

e. beasiswa mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah di perguruan

tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Pasal 24
(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individi dan/atau keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari :
a. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan,;
dan
b. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.
(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas

nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.



(3)

(4)

(1)

(2

(3)

(4)

()

(6)

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi

anggaran yang direncanakan sebagaiman; dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25
Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam' keadaan

tertentu dapat berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan
bahwa Bantuan Sosial hanya diberikap kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi :
a. memiliki identitas yangjelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan
Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosia dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufd, bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial,
b. perlindungan sosial;

pemberdayaan sosial;

C
d. jaminan sosial;

o

penanggulangan kemiskinan;

]

penanggulangan bencana;



(1)

(2

(3)

()

()

(8)

(1)

g. pemberdayaan tokoh masyarakat dalam pelayanan sosial pada
masyarakat; dan
h. beasiswa mahasiswa.

Pasal 26

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang. keluar*a, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,ayat (6) huruf c
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasamya.
Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf g
merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh masyarakat yang secara aktif
memberikan dukungan berupa pelayanan kepada masyarakat.
Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf h
diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri dan perguruan
tinggi swasta yang berasal dari Kota Ambon yang diprioritaskan untuk
mahasiswa kurang mampu dan/atau mahas swa berprestasi.

Pasal 27
Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh

penerima Bantuan Sosial.



(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(1)

(2

(3)

(4)

()

adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
a. beasiswa;

b. yayasan pengelola yatim piatu;

c. masyarakat lanjut usia;

d. orang terlantar;

cacat berat;

tempat ibadah;

tokoh masyarakat, RT, RW, LPMK;

5@ oo

. tunjangan kesejahteraan janda perintist dan/atau

-

tunjangan kesejahteraan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :

a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu;

b. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; dan/atau

c. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedi®a
Penganggaran
Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada
Walikota.
Apabila anggota/kelompok masyarakat tersebut tidak mampu untuk
menyampaikan usulan secara tertulis, maka* SKPD yang terkait dan
kompeten dapat membuatkan usulan tertul s.
Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui ketua TAPD,
dengan tembusan yang disampaikan kepada kepala BPKAD.
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29
Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran Bantuan Sosial dalam ranc.angan Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara.



(2

(1)
(2
(3)

(1)

(2)

(3)

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 30
Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana imaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, obyek belanja Bantuan Sosial dan
rincian obyek belanja Bantuan Sosial pada PPKD.
Objek belanja Bantuan Sosial dan rinc an objek belanja Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melip|uti:
a. individu dan/atau keluarga;
b. masyarakat; dan
c. lembaga non pemerintahan.
Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek be]anja Bantuan Sosial barang dan
rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat pada SKPD.
Pasal 32

Walikota mencantumkan daftar nama penerinia, alamat penerima dan besaran

bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD,

tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya.

(1)

(2

(1)

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penat&usahaan

Pasal 33
Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial beru|pa uang berdasarkan atas DPA-
SKPD terkait.
Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas
DPA-SKPD terkait.

Pasal 34
SKPD mengajukan usulan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial
sesuai pagu DPA-PPKD/DPA-SKPD untuk ditetapkan menjadi Keputusan
Walikota.



(2) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

(3) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar
penerima Bantuan Sosial yang tercaptum dalam Keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecnali Bantuan Sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf b didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat
yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh
SKPD terkait. ,

(5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang d lakukan dengan céra pembayaran
langsung (LS) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Bendahara PPKD dan selanjutnya melalui Pemindahbukuan ke
rekening Penerima Bantuan Sosial.

(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti
penerimaan uang Bantuan Sosial.

Pasal 35

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keemp it
Pelaporan dan Pertanggijingjawaban

Pasal 36

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mehyampaikan laporan penggunaan
Bantuan Sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
(2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan

Bantuan Sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 37

(1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagali realisasi jenis belanja Bantuan
Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan
Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada

SKPD terkait.



(1)
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Pasal 38
SKPD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf paling lambat 1 (satu) bulan tahun
anggaran berikutnya.
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima,
alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing

individu dan/atau keluarga.

Pasal 39

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis dari caloh penerima Bantuan Sosial atau
Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Bantuan
Sosial;

c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa
Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa
uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa
barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c, dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sepelumnya.

Pasal 40

Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan bantuan sosial yang diterimama.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan
Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa
barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayai (2) huruf a dan huruf

b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan

Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan

perundang-undangan.



(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan

dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 41
(1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan
(2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan

sebagai persediaan dalam meraca.

Pasal 42

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada
Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.

BAB V
BANTUAN KEUANGAN
Pasal 43

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa diberikan dengan tujuan
pemerataan peningkatan kemampuan Keuangan di desa.

b. Ketentuan mengenai bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Pengurus Partai Politik tingkat kota mengajukan surat permohonan
bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan tembusan
disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

(3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan secara proporsional yang mendapat kursi di DPRD yang
penghitungannya didasarkan atas perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2019.

(4) Partai politik penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan meliputi
rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai
politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik
per kegiatan.

(5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak
mengikat, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaanya
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan

dengan Keputusan Walikota.



Pasal 44

Tata cara permohonan bantuan keuangan diatur sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB VI
MONITORING DAN pVALUASI
Pasal 45

(1) SKPD terkait melakukan monitoring da|n evaluasi atas pemberian hibah,
bantuan sosial dan bantuan keuangan.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat.

Pasal 46

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yafig tidak sesuai
dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengaiji ketentuan peraturan perundang -

undangan.

BAB VII
BANTUAN SUBSIDI
Pasal 47

Bantuan Subsidi sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 2 huruf d adalah belanja
subsidi dimaksudkan untuk menganggarkan
Daerah Kota kepada penerima subsidi, dengan tujuan agar harga produk atau

jasa pelayanan umum yang dihasilkan dapat teijangk&u masyarakat.

BAB VIII
PENGANGGARAN DAN ATA CARA
PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI

Bagian Kesatu
Penganggaran Belanja Subsidi
Pasal 48
(1) Belanja subsidi dianggarkan pada RKA-SKPD yang membidangi urusan
pemerintah sesuai tugas dan fungsinya, p”~da jenis belanja bantuan subsidi
diuraikan daftar penerima subsidi sebagai rincian obyek penerima bantuan
subsidi sesuai kode rekening berkenaan.
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penganggaran subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Belanja Subsidi

Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi berdasarkan pertimbangan

strategis hasil kajian terhadap harga produk atau jasa pelayanan umum

masyarakat dan/atau usulan belanja subsidi dari penerima subsidi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 50
Penerima subsidi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memberikan kesimpu an atas kelavakan penganggaran
pemberian subsidi.
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun
anggaran berikutnya.
Subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah

pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 51

Penerima subsidi sebagaimana dimaksud d|alam Pasal 50 ayat (1) mengajukan

proposal permohonan usulan bantuan ubsidi kepada Walikota dengan

tembusan SKPD penanggungjawab.

SKPD penanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan/proposal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD penanggungjawab sebagaihiana dimaksud pada ayat (2)

menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara

tertulis kepada Walikota melalui TAPD.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan
permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan
diajukannya usulan subsidi oleh calon penerima subsidi;

b. maksud dan tujuan, berisi wuraian tentang maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan yang akan dib ayai dari anggaran subsidi;

c. dokumen pendirian;
rencana kebutuhan anggaran/rencana harga jual produk/jasa;

e. sasaran pembeli/masyarakat yang akan membeli dan/atau menggunakan

produk/jasa; dan



f. rekening bank dan NPWP.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. permohonan dari kepala SKPD penanggungjawab;
b. proposal yang diajukan penerima subs di; dan

c. hasil pemeriksaan/audit.

(7) TAPD melakukan pembahasan untuk memberikan pertimbangan atas

(8)

rekomendasi sebagaimana dimaksud paca ayat (3) sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah.
Hasil pembahasan sebagaimana dimakiud pada ayat (7) sebagai dasar

pencantuman dalam KUA PPAS.

BAB IX
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu

Pelaksanaa: 1
Pasal 52

Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan DPA-SKPD.

(1)

(2

Bagian Kedua
Penatusahaan
Pasal 53
Penerima subsidi mengajukan permohonan pencairan yang ditandatangani
pimpinan penerima subsidi ditujukan kepada Walikota melalui Perangkat
Daerah yang membidangi urusan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya,
dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a. pakta integritas yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima
akan digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan;
b. rencana kebutuhan anggaran dan penggunaannya;
c. kwitansi bermaterai cukup; dan
d. copy rekening bank penerima subsidi;
Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu SKPD
memverifikasi kelengkapan dokumeib permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan langkah antara lain:
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran dimaksud
tersedia dan tidak melebihi anggaran;
b. meneliti dokumen SPD terkait untuk mpmastikan dana telah disediakan;
dan

c. meneliti kelengkapan dan validitas dokumen pendukung lainnya.



(3)

(4)

(5

(7)

(8)

9)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK SKPD.

PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP-LS sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dengan langkah antara lain:

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana belanja terkait telah
disediakan;

c. meneliti kelengkapan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan

e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan Pengajuan Langsung dengan
dokumen pendukung.

Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempumaan kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari

sejak diterimanya SPP-LS.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana d maksud pada ayat (2) dinyatakan

lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan SPM-LS untuk

ditandatangani PA/KPA.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkaip SPM-LS paling lama 2 (dua) hari

sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian

disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a. surat pemyataan Tanggung Jawab Mitlak PA/KPA; dan

b. surat pemyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapan dokumen.

SPM-LS  sebagaimana  dimaksud ddlam ayat (7), Kuasa BUD

berkewajiban untuk:

a. meneliti  kelengkapan  SPM-LS yang  diterbitkan PA/KPA berupa
Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran

c. menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.

Dalam hal SPM-LS yang diajukan dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa

BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM-LS diterima.



(10) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D atas SPM-LS yang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) apabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

dan/atau

fi fo- 40 14 now

bagian Ketiga
Pertanggungjawjaban
Pasal 54

(1) - Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaaan bertanggungjawab secara

(2

(1)

formal dan material atas penggunaan belanja subsidi yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi:

a. laporan penggunaan belanja subsidi oleh penerima subsidi;

b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja subsidi
yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan!

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf

b disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Perangkat Daerah yang

membidangi urusan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya paling lambat

tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 55

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kegiatan yang bersumber dari belanja subsidi yang
dilaksanakan oleh penerima subsidi.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Perangkat Daerah yang

membidangi urusan pemerintah bidang pengawasan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah berhak melakukan pemeriksaan kepada penerima subsidi

melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang

pengawasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-

undangan.



Pasal 57

Berdasarkan monitoring, evaluasi, pelapo®an dan/atau hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, terhadap penggunaan

bantuan subsidi yang dilaksanakan penerima subsidi, maka:

a. apabila penggunaan/peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan, penerima subsidi harus mengembalikan
keseluruhan dana bantuan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah.

b. apabila dalam  penggunaan/peruntukannya  telah sesuai  dengan
ketentuan yang ditetapkan dan terhadap hasil pelaksanaan pekeijaan
sudah terpenuhi atau mencapai 100% (seratus persen), namun masih
terdapat sisa alokasi dana, maka penerima subsidi diharus mengembalikan
sisa alokasi dana dimaksud kepada Pemerintah Daerah.

c. pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan
cara memindahbukukan dari rekening penerima subsidi ke Rekening
Kas Umum Daerah milik Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
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Sekretaris Kota
Asisten I /1II/III y
Kabag Hukum
ATTIMENA

Diundangkan di Ambpn
lari 2023

AMBON,

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2?‘23 NOMOR 2



